
 

 

 

 

A. Simpulan 

BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 

 

1. Konsekuensi Hukum dalam pemberian Perlindungan Hukum untuk 

Penggugat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan menerima 

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 15/6/2021/PTUN.PDG yaitu: 

a. Penguatan Prinsip Legalitas dan Prosedur Setiap sanksi disiplin, termasuk 

pemberhentian PNS, harus sesuai hukum dan prosedur yang benar; 

pemberhentian tanpa klarifikasi melanggar asas kepastian hukum. 

b. Hak Penggugat untuk Perlindungan Hukum Gugatan yang diterima PTUN 

membuktikan bahwa Penggugat berhak secara hukum untuk menolak 

keputusan yang merugikan hak-haknya. 

c. Konsekuensi bagi Pemerintah Daerah Pemerintah wajib membatalkan 

keputusan yang cacat hukum dan memulihkan hak-hak Penggugat, 

termasuk status, gaji, dan nama baik. 

d. Dampak terhadap Tata Kelola Kepegawaian Putusan ini menjadi 

pengingat agar pejabat kepegawaian bersikap objektif, transparan, dan adil 

dalam menjatuhkan sanksi. Perlindungan Hak Konstitusional Penggugat 

2. Dampak dari Putusan Peradilan Tata Usaha Nomor 15/6/2021/PTUN.PDG 

Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri 

sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu: 

a. Adanya tekanan Psikologis dan Sosial yang dialami Penggugat 

b. Penggugat Kehilangan Tunjangan dan Fasilitas Pegawai Negeri Sipil 
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c. Adanya Ketidakpastian Hukum Terhadap Penggugat 

 

d. Penggugat Masih Memiliki Beban Tanggungan Keluarga 

 

D. Saran 

1. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait lebih 

berhati-hati dalam mengambil keputusan kepegawaian, terutama yang 

berkaitan dengan pemberhentian PNS. Setiap keputusan harus berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan mengedepankan prinsip keadilan serta 

prosedur yang benar. 

2. Agar proses evaluasi terhadap PNS oleh Inspektorat Daerah dan Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) dilakukan secara objektif, proporsional, dan 

mengedepankan asas kehati-hatian sebelum menjatuhkan sanksi 
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